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 Kutipan kalimat tersebut adalah refleksi akan cita-cita sakral bagi pembangunan energi 
di Indonesia. Bangsa Indonesia dengan segala potensi dan kekayaan alam terutama sektor 
mineral dan batubara mampu untuk mewujudkan kemandirian dan ketahanan energi untuk 
rakyatnya. Kemandirian yang dimaksudkan adalah mampu untuk berdiri sendiri dalam segala 
pemenuhan kebutuhan energi nasional tanpa harus bergantung pada pihak lain. Ketahanan yang 
dimaksudkan adalah mampu bertahan dari segala tantangan dan kondisi dengan memanfaatkan 
seluruh potensi yang dimiliki sendiri. Kedua aspek tersebut telah dimiliki oleh bangsa ini dan 
langkah selanjutnya adalah mewujudkan mimpi besar tersebut. Kekayaan mineral dan batu 
bara Indonesia sangat melimpah. Potensi batu bara Indonesia berupa cadangan mencapai 38,84 
miliar ton dengan rata-rata produksi sebesar 600 juta ton per tahun, maka disimpulkan bahwa 
umur cadangan batubara Indonesia masih 65 tahun ke depan (Kementrian Energi dan Sumber 
Daya Mineral, 2021). Tidak kalah juga potensi mineral Indonesia yaitu Nikel yang memiliki 
cadangan mencapai 52% dari total cadangan dunia saat ini yang sebesar 139 juta ton dan 
merupakan yang terbesar di dunia (Asosiasi Penambang Nikel Indonesia, 2021). Kedua hal 
tersebut sangat merepresentasikan akan ketangguhan energi Indonesia. Namun, untuk 
mewujudkan mimpi tersebut Indonesia harus melewati jalan yang terjal. Sektor energi terutama 
industri pertambangan menjadi salah satu penyumbang emisi gas rumah kaca CO2 tertinggi di 
Indonesia (KLHK, 2019). Indonesia merupakan bagian dari Paris Agreement 2015 yaitu 
kesepakatan untuk membatasi pemanasan global hingga 1,5 derajat celcius dengan upaya 
mengurangi emisi karbon. Hal inilah yang menimbulkan sebuah polemik sekaligus 
permasalahan bagi Indonesia untuk menjawab kebutuhan pemenuhan energi. Maka, 
dibutuhkan suatu solusi strategis untuk merumuskan langkah-langkah yang tepat guna 
mendukung pengoptimalan potensi industri pertambangan Indonesia namun tetap 
memperhatikan aspek keberlanjutan dan lingkungan. Solusi itu adalah Kebijakan 
Pertambangan berbasis Zero Carbon Mining. Kebijakan ini akan memberikan arah dan 
konsekuen yang jelas terhadap aturan-aturan pertambangan di Indonesia supaya memiliki arah 
pembangunan industri berkelanjutan dan ramah lingkungan. Kebijakan Zero Carbon Mining 
sangat mungkin untuk diarahkan dan direalisasikan sebagai senjata utama bagi bangsa 
Indonesia untuk tetap dapat terus memanfaatkan potensi cadangan dan sumber daya dengan 
tetap memperhatikan aspek lingkungan dan berkelanjutan tersebut. 
 
 Agenda pembangunan nomor 6 yang dilakukan untuk mewujudkan visi Remstra 2020-
2024 adalah membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan 
iklim (KESDM, 2020). Agenda secara tidak langsung dapat menjawab terhadap kebutuhan 
akan diperlukannya sebuah tata tertib atau peraturan yang mengatur bagaimana kegiatan 
operasi pertambangan itu harus dilanjutkan sesuai aspek diatas. Kebijakan Zero Carbon Mining 
hadir untuk bisa merealisasikan cita-cita agenda pembangunan tersebut. Kebijakan Zero 
Carbon Mining adalah kebijakan pertambangan dan aturan-aturan turunannya yang mengatur 
secara kompleks segala kegiatan industri pertambangan dari hulu hingga ke hilir dengan prinsip 
atas berkelanjutan dan lingkungan sebagai upaya untuk mengurangi emisi karbon dari kegiatan 
pertambangan tersebut. Tujuan kebijakan ini adalah untuk mengurangi secara masif dari emisi 
karbon yang dihasilkan dari kegiatan pertambangan, mulai dari proses penambangan, proses 
transportasi hingga proses pengolahan. Secara garis besar, ketiga ranah tersebut memegang 
kendali yang cukup besar terhadap pengeluaran emisi dari kegiatannya. Alhasil, kebijakan ini 
nantinya memiliki kekuatan mengikat yang berguna untuk membatasi segala hal yang dapat 
menyebabkan emisi namun tetap sesuai dengan kelayakan ekonomis produksi suatu 
perusahaan. Konsep dasar kebijakan Zero Carbon Mining adalah 3D yang meliputi yaitu 
pertama, diversifikasi. Diversifikasi yang dimaksud adalah proses modifikasi pengolahan suatu 
barang menjadi beranekaragam produk turunan. Konsep ini jika kita lihat pada konteks 
pertambangan maka Industri pertambangan sudah seharusnya melakukan suatu bentuk 
diversifikasi dari mineral atau batu bara dengan tujuan untuk menambah nilai jual dari barang 
tersebut ataupun langkah menjawab pengurangan emisi karbon. Penanaman konsep ini akan 
membuat bahan olahan industri pertambangan tidak hanya terpaku pada industri yang sudah 
ada dan mampu memiliki sifat resilensi terhadap tantangan dunia. Semisalkan kebijakan 
perubahan iklim atau skema geopolitik suatu negara yang mempengaruhi kegiatan ekspor 
impor. Kedua, digitalisasi. Digitalisasi adalah proses pemberian atau menggunakan suatu 
mekanisme digital dalam pelaksaannya. Digitalisasi pada konteks pertambangan artinya 
industri pertambangan akan memadukan secara terintergrasi dari semua proses yang ada pada 
industri tersebut. Hal ini dilakukan karena digitalisasi akan mempermudah pekerjaan manusia, 
dengan kata lain mengoptimalkan dan mempercepat para proses kegiatan pertambangan 
industri itu sendiri. Digitalisas layaknya sebuah suplemen yang membuat tubuh dari seseorang 
itu menjadi kuat dan keras, sepertihalnya apabila diterapkan pada industri. Digitalisasi akan 
mampu pula mengurangi biaya ongkos operasional atau produksi dari kegiatan pertambangan 
karena mengurangi dari sumber daya manusia yang harus digunakan. Disinilah nilai jual dari 
digitalisasi dimana ia mampu mempratikkan secara benar terkait prinsip ekonomi yaitu mencari 
keuntungan sebesar-besarnya dengan usaha sekecil-kecilnya. Teknologi akan menjawab 
kesusahan dan kelambatan pada suatu industri pertambangan. Penerapan yang bisa dilakukan 
semisalkan contoh yaitu sistem informasi terkait status lereng dengan mengkonversi data 
pengamatan RTS kedalam database My SQL sehingga bisa diteruskan oleh sistem API dengan 
bantuan Aplikasi Telegram (Wardani & Munthaha, 2021). Teknologi akan memberikan 
informasi secara aktual terkait sistem peringatan diri yang terjadi pada kestabilan lereng. 
Metode secara tidak langsung memberikan jaminan keselamatan terhadap kegiatan 
pertambangan. Ketiga, dekarbonisasi. Dekarbonisasi adalah upaya untuk mengurangi segala 
emisi karbon. Dekarbonisasi yang dimaksudkan pada konteks pertambangan adalah segala 
proses pertambangan harus memperhatikan dari emisi yang dikeluarkan dari proses tersebut. 
Dekarbonisasi harus tetap dapat memciptakan nilai ekonomis dan memperhatikan lingkungan. 
Penerapan dekarbonisasi pada industri pertambangan yaitu seperti pemanfaatan eletrifikasi 
pada alat gali muat pertambangan. Alat pertambangan seperti dump truck atau shovel dapat 
memanfaatkan eletrifikasi sebagai bahan bakar guna mengurangi emisi karbon itu sendiri. 
 
Dalam rangka mewujudkan kebijakan Zero Carbon Mining maka diperlukan suatu komponen-
komponen pendukung seperti investasi dan penguasaan teknologi. Investasi adalah kegiatan 
untuk memberikan pemodalan terhadap suatu proses tertentu. Jikalau kita menilsik pada 
industri pertambangan maka sudah jelas jawabannya. Pertambangan membutuhkan bentuk 
investasi yang besar karena diperlukan untuk tahap penyelidikan umum, eksplorasi, konstruksi, 
dan operasi serta membutuhkan jangka waktu yang lama (Rosyid, Ginting, & Wibowo, 2020). 
Investasi terkait riset dan teknologi harus segera digencarkan oleh pemerintah Indonesia guna 
dapat menjawab segala kebutuhan dari kebijakan ini. Mekanisme perizinan dari pemerintah 
terkait dari produk hukum yang mengatur harus bisa mewadahi dan memberikan kemudahan 
bagi pihak luar baik swasta maupun nasional untuk menanamkan modal. Apabila kedua hal 
tersebut dapat terpenuhi, maka selanjutnya adalah memantapkan langkah konkret dan strategis 
untuk mewujudkan kebijakan Zero Carbon Mining. Pertama, memanfaatkan bahan bakar 
energi terbarukan dalam pengoperasian alat industri pertambangan. Pemerintah dapat 
menggunakan biofuel sebagai modal utama yang nantinya dapat memberikan emisi karbon 
yang rendah namun tetap memiliki kualitas produksi ekonomi yang baik. Kedua, eletrikasi 
pada proses pengolahan dan pengoperasian tambang harus dilakukan. Hal ini guna 
menciptakan proses produksi yang ramah lingkungan dan terpercaya bagi masyarakat. 
 
Kebijakan Zero Carbon Mining harus segera dilaksanakan supaya dapat menjawab segala 
tantangan dari industri pertambangan Indonesia. Kebijakan ini dapat menjadi pendobrak bagi 
hukum pertambangan Indonesia yang kadang kala masih simpang siur dan membutuhkan 
kejelasan dalam pelaksanakan. Solusi strategis ini benar-benar memperhatikan aspek 
lingkungan dan keberlanjutan dengan tetap memperhatikan Indonesia. Indonesia tetap harus 
melakukan pembaharuan akan ide dan cara berpikir yang berbeda terkait industri petambangan 
di Indonesia. Hal ini supaya bangsa Indonesia dapat menciptakan suatu perubahan akan 
pembangunannya melalui pertambangan.  
 
“Majulah Pertambangan Demi Pembangunan” 
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